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NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BULUNGAN

Menim bang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Peraturan
Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja,
indikator kerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan

Harga dan Standar Pelayanan Minim al;

.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan
anggaran tahunan perlu adanya penyetaraan kewajaran
alokasi anggaran secara proporsional setiap kegiatan pada

instansi melalui penyusunan analisis standar belanja;

bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bulungan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pem bentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nom or 5587), sebagaim ana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang

Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia



10.

11.

Tahun 2015 Nom or 58, Tambahan Lem baran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nom or 33 Tahun 2004 tentang
Perim bangan Keuangan Antara Pem erintah Pusat dan
Pem erintah Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem baran Negara

Republik Indonesia Nom or 4438);

Peraturan Pem erintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Inform asi Keuangan Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (
Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

Peraturan Pem erintah Nom or 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nom or 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedom an Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nom or 13 Tahun 2006 tentang Pedom an Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nom or 825);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Bulungan

(Berita Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 09 Tahun 2012 tentang
Pedom an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bulungan (Lem baran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2012 Nomor 9), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 09 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah

Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 30);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lem baran Daerah Kabupaten

Bulungan Tahun 2017 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG ANALISIS

STANDAR BELANJA KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Bupatiadalah Bupati Bulungan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pem erintahan oleh
Pem erintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pem erintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara pem erintahan daerah
yang mem im pin pelaksanaan urusan Pem erintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom .

5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah.

6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar
yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya
setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan
Kerja di lingkungan Pem erintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk satu
tahun anggaran.

7. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan yang selanjutnya disebut dengan
Jenis ASB adalah daftar pengelom pokan kegiatan yang mem punyaiciri dan
jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana

belanja.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur kebijakan alokasi dan proporsi belanja
kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat daerah dilingkungan

Pem erintah Kabupaten Bulungan.

(2) Perhitungan kebijakan alokasi dan proporsi belanja menggunakan form ula

yvyang terdapat pada masing-masing Jenis ASB.

(3) Dalam rangka memudahkan im plementasi ASB, dapat digunakan Sistem

Inform asi Manajemen ASB Kabupaten Bulungan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

Jenis ASB beserta Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ASB
Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lam piran I dan Lam piran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupatiini.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan standar satuan harga barang dan jasa dan nilai
ekonomi terkait inflasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka
setiap akan dilakukan penyesuaian Indeks ASB sebagai dasar perencanaan

kegiatan tahun berikutnya bagi Perangkat daerah.



BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

mem erintahkan pengundangan Peraturan

Agar setiap orang mengetahuinya,

Bupatiinidengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,
Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 8 Novem ber 2018
BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM L.SALLATA,  SH.. MM
SUDJATI

Pembina TK.I/IVDb

Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Novem ber 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 42



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANUJA KABUPATEN
BULUNGAN

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BULUNGAN

No Jenis ASB

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air, dan Listrik

03 Penyediaan Jasa Pem erliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

04 Penyediaan Adm inistrasi Keuangan

05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

06 Penyediaan Alat Tulis Kantor

07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

038 Penyediaan Kom ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

14 Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Adm inistrasi Perkantoran

15 Pem eliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

16 Pem eliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

17 Pem eliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

18 Kegiatan Bersifat Koordinasi

19 Kegiatan Bersifat Sosialisasi

20 Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Bim bingan Teknis/Pelatihan

21 Kegiatan Bersifat Pengirim an Bim bingan Teknis/Pelatihan

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI BULUNGAN,
Kepala Bagian Hukum,
ttd

SUDJATI

JOTAM L .SALILATA, SH. MM,

Pembina TK./IVDb

Nip.19630506 199203 1 009




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANUJA KABUPATEN
BULUNGAN

Berdasarkan dari hasil pengolahan data DPA-SKPD Kabupaten Bulungan
Tahun Anggaran 2018 diperoleh beberapa jenis ASB yang kem udian dianalisis
dan didapatkan rumusannya. Adapun untuk masing-masing jenis ASB

dirancang sebagaiberikut.

ASB 01 ASB PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Definisi Oprasional

Adalah standar belanja untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat,
yang dianggarkan untuk mengoptimalkan kelancaran arus inform asi
umum dari Perangkat daerah kepada para pihak terkait. Kegiatan ini
dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan jasa surat menyurat yang
bersifat umum di Sekretariat Perangkat daerah, selain yang telah
dianggarkan pada kegiatan lainnya. Kegiatan ini juga mengalokasikan
anggaran untuk pengiriman barang melalui jasa pengiriman. Namun
barang yang dikirim kan adalah barang yang belum dianggarkan pada
kegiatan lainnya, atau bersifat umum di Sekretariat Perangkat daerah.
Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 01

Output Kegiatan

Outputkegiatan iniadalah terpenuhinya kebutuhan pengadm inistrasian

suratmenyuratselama ltahun.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah sebagaiberikut:

1. Penyusunan kebutuhan belanja jasa surat menyurat selama 1 (satu)

tahun berdasarkan data tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat secara tertib
sesuaidengan rencana kebutuhannya.

3. Pelaporan pelaksanaan dan penyerapan anggaran penyediaan jasa
surat menyurat. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan

kebutuhan jasa suratmenyuratdimasayang akan datang.
Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut:

1. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya

Formula ASB

Formula ASB 0O01: Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah

Ye = Ye1 + (P1 * AQy) + (P2 * AQ2) + (P3 * AQg3)

Keterangan:

Y ¢ = Pagu anggaran



Yt-1 = Pagu anggaran bersih tahun sebelumnya
P1 = Tarif paket pengiriman tahun berjalan
AQ 1 = Jumlah tambahan paket pengirim an dari tahun

sebelumnya (kg)

P, = Harga materai 3.000
AQ 5 = Tambahan kuantitas materai 3.000
P = Harga materai 6.000
AQ 3 = Tambahan kuantitas materai 6.000

Proporsi Belanja

Proporsibelanja ASB 01: Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah sebagai

berikut
ASB O1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min Rerata Maks
1. Belanja Perangko, Materai, dan 100 100 100
Benda
Pos Lainnya

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK

Definisi Operasional

ASB 02 adalah standar belanja untuk pemenuhan kebutuan jasa
kom unikasi, sum ber daya air, dan listrik Perangkat daerah (Sekretariat,
Badan,Dinas,Kecamatan,dan Kelurahan). Kegiatan inidianggarkan untuk
mendukung kenyamanan dan kecepatan kerja karena adanya dukungan

ketersediaan jasa kom unikasi,sumberdaya air, dan listrik..

Apabila Perangkat daerah (Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan
Kelurahan) pada tahun anggaran tertentu perlu menganggarkan
penam bahan daya listrik, pem asangan instalasi, dan/atau penambahan
obyek titik lampu,nominal penganggarannya tidak termasuk di dalam
form ula sehingga perlu mendapatkan persetujuan oleh TAPD terkalit
besaran nominalnya.Dem ikian pula penganggaran jasakomunikasi,sum ber
dayaairdanlistrikyangbersifatkhususdisuatuPerangkatdaerah tetapirutin

dilaksanakan sepanjang tahun,maka perlu persetujuan dari TAPD.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 02.
Output Kegiatan

Output kegiatan ini diukur berdasarkan lam a waktu

pelaksanaan kegiatan yaitu 1 tahun anggaran (12 bulan).



Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan jasa kom unikasi,sumber daya air,dan listrik

adalah sebagaiberikut

1. Penyusunan kebutuhan belanja jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik berdasarkan data tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kom unikasi, sumber daya air,
dan listrik secara efisien sesuaidenganrencanakebutuhannya.

3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kom unikasi,
sum ber daya air, dan listrik. Laporan ini akan menjadi dasar
penyusunan kebutuhan penyediaan jasa kom unikasi, sumber daya
air,dan listrik dimasa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut:

1. Belanja Telepon

2. Belanja Air

3. Belanja Listrik

4. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/ TV Kabel/ TV Satelit

Formula ASB
Formula ASB 02: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan

Listrik adala

Ye = Yeq1 + (r1 * x1) + (r2 * %) + (r3 * x3) + (ra * x4)

Keterangan:

Y = Pagu anggaran

Yt-1 = Pagu anggaran bersih tahun sebelumnya

ri = Persentase perubahan tarifdasar air

X1 = Belanja air periode sebelumnnya

o = Persentase perubahan tarifdasar listrik

Xo = Belanja listrik periode sebelumnya

r3 = Persentase perubahan tarifdasar telepon

X3 = Belanja telepon periode sebelumnya

T4 = Persentase perubahan tarifdasar internet dan/atau TV
kabel

X4 = Belanjainternetdan/atau TV kabelperiode sebelumnya



Proporsi Belanja

Proporsibelanja ASB 02:Pelayanan Jasa Kom unikasi,SumberDayaAir dan

Listrik adalah sebagaiberikut

ASBO2 PenyediaanJasaKomunikasi, Sumber DayaAir,danListrik
Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min Rerata Maks
1. Belanja Telepon (6] 16,02 100
N ilai 2 Belanja Air o 10,95 42,74
prop 3. Belanja Listrik (0] 64,02 100
orsi 4 Belanja o 9,01 100
men Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/ TV
gacu Kabel/TV Satelit
pada

pola data DPA 2018

ASB 03 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Definisi Operasional

ASB 03 adalah standar belanja untuk pemenuhan jasapem eliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua), roda 4 (em pat), dan
roda 6 (enam )yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah baik (Sekretariat,

Badan, Dinas, Kecam atan, dan Kelurahan).

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan pada
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran hanya terdiri dari belanja
STNK kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (em pat), dan roda 6 (enam ) yang
dim ilikioleh Perangkat daerah (Sekretariat, Badan,Dinas,Kecamatan,dan

Kelurahan).

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 03.

Output Kegiatan

Outputkegiatan iniberupa jumlah kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (em pat),

dan roda 6 (enam ) dengan satuan berupa unit.

Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan penyediaan jasa pem eliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional adalah sebagaiberikut:

1. Penyusunan kebutuhan pem bayaran STN K kendaraan
dinas/operasional berdasarkan data jumlah dan jenis kendaraan
yang dim iliki.

2. Pelaksanaan pem bayaran STN K kendaraan dinas/operasional
secara tertib sesuai dengan jumlah dan jenis kendaraan yang
dim iliki.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan jasa pem eliharaan dan perizinan
kendaraan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
jasa pem eliharaan dan perizinan kendaraan di masa yang akan

datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan iniadalah

sebagai berikut

-10 -



1. Belanja STNK

2. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

3. Belanja Jasa KIR

Formula ASB

Form ula ASB 03: Penyediaan Jasa Pem eliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah

Y = S(P1+Q1)+XZ(P2+Q2)+ Z(P3%Q3)
Keterangan:
Y = Pagu Anggaran
> = Penjum lahan dari jenis kendaraan dikali tarif pajak per
Kendaraan
1 = Jenis kendaraan (motor atau m obil)
P, = Tarif belanja STNK per jenis kendaraan
Q1 = Jumlah kendaraan yang diperpanjang per jenis
P, = Tarif pajak per jenis kendaraan
Q2 = Jumlah kendaraan yang diperpanjang per jenis
P = Tarif belanja jasa KIR per jenis kendaraan
Qs = Jumlah kendaraan yang menggunakan jasa KIR per

jenis

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 03: Penyediaan Jasa Pem eliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasionaladalah sebagaiberikut

N Dinas/Operasional

d ASB 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Proporsi (26)*

| No. Rekening Belanja

b Min | Rerata | M aks

1. Belanja STNK (0] 38,00 100
2 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (0] 61,45 100

P 3. Belanja Jasa KIR (0] 0,55 9,07

-

oporsi mengacu pada pola data DPA 20138

ASB 04 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
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Definisi Operasional

ASB 04 adalah standar belanja untuk pemenuhan jasa administrasi
keuangan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah (Sekretariat, Badan,

Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan).

Kegiatan ini dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pelaporan
adm inistrasi keuangan Perangkat daerah (Sekretariat, Badan, Dinas,
Kecamatan, dan Kelurahan) yang meliputi alokasi anggaran untuk
honorarium BUD, PA, KPA, PPK, Bendahara, Bendahara Pem bantu,
Pem bantu Bendahara,Pengurus Barang,dan Pem bantu Pengurus Barang,

Tim Pengadaan Barang dan Jasa,Panitia Pem eriksa Barang.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 04.

Output Kegiatan

Outputkegiataniniadalah jumlah tenaga adm inistrasi yang terlibat dalam

pelayanan adm inistrasi keuangan dengan satuan berupa orang.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan jasa adm inistrasi keuangan adalah sebagai

berikut

1. Penyusunan kebutuhan pem bayaran honorarium berdasarkan data
tahun anggaransebelumnya.

2. Pelaksanaan pem bayaran honorarium secara tertib sesuai
dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan jasa adm inistrasi keuangan.
Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan jasa

adm inistrasi keungan di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan iniadalah

sebagai berikut:

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
(term asuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)

3. Honor Panitia Pem eriksa Barang (term asuk
Honorarium Pejabat Pem eriksa Barang)

4. Honorarium PNS Lainnya

Formula ASB

Formula ASB 04: Penyediaan Jasa Adm initrasi Keuangan adalah

Y =3(P1 * Qi) +3(P2 * Q2) +>(P3 * Q3) + >(Ps * Qu)

Keterangan:

Y = Pagu Anggaran
> = Penjum lahan dari hasil perkalian masing-m asing
kom ponen belanja

P, = Honorarium panitia pelaksana kegiatan per jabatan

- 12 -



Q = Jum lah panitia pelaksana kegiatan per jabatan

P, = Honorarium tim pengadaan barang dan jasa per

Jabatan

Q2 = Jumlah tim pengadaan barang dan jasa per jabatan
P = Honorarium panitia pem eriksa barang per jabatan
Q3 = Jum lah panitia pem eriksa barang per jabatan

P = Honorarium PNS lainnya per jabatan

Q4 = Jumlah PNS lainnya per jabatan

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 04: Penyediaan Jasa Adm inistrasi Keuangan adalah

sebagai berikut

ASB 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Proporsi (%)*

No. Rekening Belanja

Min Rerata | M aks
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56,84 81,99 96,07
2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan o 1,81 17,34

Jasa

3. Honor Panitia Pem eriksa Barang (0] 14,58 30,73
4. Honorarium PNS Lainnya (o] 1,62 35,66

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB OS5 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Definisi Operasional

ASB 05 adalah standar belanja untuk pemenuhan kebutuhan jasa
kebersihan kantor dan keasrian lingkungan kantor. Kegiatan ini
dianggarkan untuk meningkatkan kenyam anan lingkungan kerja sehingga

pelayanan akan lebih optim al.

Kegiatan ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran jasa
kebersihan kantordan belanjaperalatan kebersihankantorPerangkatdaerah

(Sekretariat, Badan, Dinas, Kecam atan, dan Kelurahan) selama 1tahun.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 05.

Output Kegiatan
Outputkegiatan ini adalah jumlah tenaga kebersihan yang terlibat dalam
pelayanan kebersihan kantor dengan satuan berupa orang.

Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah

sebagai berikut:

1. Penyusunan kebutuhan belanja peralatan kebersihan dan bahan
pem bersih berdasarkan data tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor secara
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tertib sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. Laporan ini
akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan jasa kebersihan

kantor dimasa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut:
1. Belanja Jasa Kebersihan
2. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pem bersih
3. Belanja Premi AsuransiKesehatan
4. Belanja Premi AsuransiKetenagakerjaan

Formula ASB
Formula ASB 05: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah
Y = (A *x) +[Qz * (P2+ Ps + Py)
Keterangan:

Y = Pagu Anggaran

i = Rata-rata biaya peralatan kebersihan kantor peer

Xl = Luas kantor beserta halaman yang dipelihara

Q, = Jumlah orang yang diberi upah

P, = Upah jasa tenaga kebersihan kantor non PNS dalam 1
tahun (O H)

P = Prem iasuransikesehatan jasatenagakebersihan kantor
non PNS dalam 1 tahun (OH)

Py = Prem iasuransiketenagakerjaan jasatenagakebersihan

kantor non PNS dalam 1 tahun (OH)

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 05: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah

sebagaiberikut:

ASB OS5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Proporsi (%)*

No. Rekening Belanja

Min | Rerata | M aks
1. Belanja Jasa Kebersihan (6] 60,60 100
2. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan (0] 33,77 100

Pem bersih

3. Belanja Premi Asuransi Kesehatan (0] 3,90 50,34

- 14 -



4. |Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan | (6] | 1,73 | 16,11‘

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 06 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Definisi Operasional

ASB 06 adalah standarbelanjauntuk pem enuhan kebutuhan penyediaan
alattuliskantor pada sem ua kegiatan yang dilaksanakan olehOrganisasi

Perangkat Daerah (Sekretariat,Badan,Dinas,Kecamatan, dan Kelurahan).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan alat tulis
kantor pada semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah
selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu,penyediaan alat tulis kantor
pada kegiatan lain di luar kegiatan penyediaan alat tulis kantor tidak

diperkenankan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 06.

Output Kegiatan
Output kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor yang dibeli dengan

satuan berupa paket.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan alat tulis kantor kantor adalah sebagai

berikut:
1. Penyusunan kebutuhan belanja alat tulis kantor sesuai dengan
tahun anggaran sebelumnya dan kem ungkinan peningkatan

kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor secara tertib

dan efisien.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Laporan ini akan
menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan alat tulis
kantor di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan iniadalah

sebagai berikut:

1. Belanja Alat Tulis Kantor

Formula ASB

Formula ASB 06: Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah

Y= (X * Qi
Keterangan:
Y = Pagu anggaran kegiatan penyediaan ATK
X = Rata-rata biaya belanja ATK per kegiatan
Q; = Jumlah kegiatan selama 1 tahun
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Proporsi Belanja

Proporsibelanja ASB 06:Penyediaan AlatTulis Kantoradalah

sebagai berikut

ASB 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Proporsi (26)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata | M aks
1. Belanja Alat Tulis Kantor 100 100 100

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASBO7:ASB PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DANPENGGANDAAN

Definisi Operasional

ASB 07 adalah standar belanja untuk pemenuhan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah

(Sekretariat, Badan, Dinas, Kecam atan, dan Kelurahan).

Kegiatan inidialokasikan untuk dapatmencukupikebutuhan belanja cetak
dan penggandaan Perangkatdaerah (Sekrtarat, Badan, Dinas, Kecam atan,
dan Kelurahan)yangbersifatum um diSekretariat Perangkatdaerah, selain

yang telah dianggarkan pada kegiatan lain.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 07.
Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah barang yang dicetak, digandakan, dan
dipublikasikan dengan satuan berupa lem bar untuk cetak, eksem plar

untuk penjilidan,dan unituntuk publikasi.

Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah

sebagai berikut:

1. Penyusunan kebutuhan belanja cetak,penggandaan, dan

penjilidan sesuaidengan tahun anggaran sebelummnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan secara tertib dan efisien.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Laporaniniakan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan
barang cetakan dan penggandaan di masa yang akandatang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan iniadalah

sebagai berikut:
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1. Belanja Cetak

2. Belanja Penggandaan
3. Belanja Penjilidan
4. Belanja Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi*

Formula ASB

Form ula A SB

07: Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan adalah

Keterangan:

Y

>
P,
P Ql
r
o
p P2
o
Q2
r
S P3
i
Q3
b
[S]
1 Ps
& Q.
n
J
a ASB

07:

Y =3P * Qi) +3(P2 * Q) + 3(Ps * Q3) + 2 (Pa * Qq)

Pagu anggaran kegiatan penyediaan barang cetak

dan penggandaaan

Penjumlahan dari harga barang dikalikan jum lah
barang per jenis

Satuan harga cetak per jenis

Jumlah kebutuhan riil pencetakan selama 1 tahun per
jenis

Satuan harga penjilidan per jenis

Jumlahkebutuhan riilpenjilidan selamaltahunperjenis
Satuan harga penggandaan per jenis

Jumlah penggandaan/fotokopi selama 1 tahun per
jenis

Satuan harga publikasi, dekorasi, dan dokumentasi
Jumlah kebutuhan riil publikasi, dekorasi, dan

dokumentasi selama 1 tahun per jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

adalah sebagaiberikut:

ASB 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata | M aks
1. Belanja Cetak (0] 54,56 100
2. Belanja Penggandaan (0] 37,14 100
3. Belanja Penjilidan (0] 4,36 26,18
4. BelanjaPublikasi,Dekorasi,dan o 3,94 30,21
Dokumentasi**

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

**Rekening

TAPD .

ini dapat dianggarkan setelah mendapatkan persetujuan dari

-17 -



ASB 08 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN

KANTOR

Definisi Operasional

ASB 08 adalah standar belanja untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan
kom ponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang
dilaksanakan oleh Perangkat daerah (Sekretariat, Badan, Dinas,

Kecam atan, dan Kelurahan) selama 1 (satu) tahun.

Penganggarankom poneninstalasilistrik /peneranganbangunankantor hanya
boleh dianggarkan setiap tahun tetapidiharapkan lebih kecil dari anggaran
tahun sebelumnya karena alat listrik dan elektronik m em iliki umur

ekonom is lebih dari 1 tahun.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 08.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah barang yang dibeli dengan satuan

berupa unit.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan kom ponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor adalah sebagaiberikut:

1. Penyusunankebutuhan belanja alatlistrikdanelektronikmengacu pada

dokumen RKPBU pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan belanja alatlistrik dan elektronik secara tertib dan efisien.

3. Pemasangan alat listrik dan elektronik yang telah dibeli sesuaidengan

peruntukannya.

4. Pemeriksaan hasil pemasangan alat listrik dan elektronik secara

menyeluruh

5. Pelaporankegiatanpenyediaankom poneninstalasilistrik.Laporan iniakan
menjadidasar penyusunan kebutuhan penyediaan kom ponen instalasi

listrik dim asa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan iniadalah

sebagai berikut:

1. Belanja AlatListrik,dan Elektronik (Lam pu Pijar,BateraiKering)

Formula ASB

Formula ASB 08: Penyediaan Kom ponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor adalah
Y = (P * Q)
Keterangan:

Y = Pagu Anggaran
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> = Penjum lahandarijumlahkom ponen instalasilistrik yang

diperlukan dikali harga kom ponen instalasi listrik

1 = Jenis kom ponen instalasi listrik
P, = Harga kom ponen instalasi per jenis
Q. = Perkiraan jumlah kom ponen instalasi yang diperlukan

per jenis

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 08: Penyediaan Kom ponen Instalasi

Listrik /Penerangan Bangunan Kantoradalah sebagaiberikut:

ASB 08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Proporsi (26)*

No. Rekening Belanja
Min Rerata Maks

1. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 100 100 100

(Lampu Pijar, Battery Kering)

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 09 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGEKAPAN KANTOR

Definisi Operasional

ASB 09 adalah standar belanja untuk pemenuhan penyediaan peralatan
dan perlengkapan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah (Sekretariat,

Badan, Dinas, Kecam atan, dan Kelurahan).

Yang dim aksud dengan peralatan kantor (equipment)adalah suatu alatyang
digunakan untuk mendukung berjalannya pekerjaan kantor. Ciri-ciri
peralatan adalah terdapatbiaya penyusutan;dapatdijualkem balidan akan
terdapat gain atau loss pada saat dijual; masa manfaat atau pem akaian
lebih dari 1 tahun; biasanya digunakan dengan listrik atau bahan bakar,
tujuan utamanya adalah sebagai pendukung jalannya usaha; dan dicatat

sebagai fixed asset atau capitalasset.

Penganggaran penyediaan kom ponen peralatan kantor dengan jenis alat
vangsam atidakdilakukan setiaptahunmengingatumurekonom is alatlebih
daril (satu)tahun.Penambahan kom ponen peralatan kantor dengan jenis
alat yang sama perlu mendapatkan persetujuan TAPD didasarkan pada

peningkatan efisiensi pelayanan Perangkat daerah.

Penganggaran penyediaan kom ponen peralatan kantor dengan jenis alat
yang berbeda atau belum dim iliki dapat dilakukan setiap tahun dim ana

penyediannya didasarkan pada peningkatan pelayanan.

Perangkat daerah. Penyediaan tersebut tentunya juga didasarkan pada
rencana kebutuhan peralatan (barang)dan perlu mendapatkan persetujuan

TAPD.
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Pem belian peralatanyangnilaikapitalisasinyaterm asukdalam belanja modal
sesuaidengan kebijakan akuntansidianggarkan dalam kegiatan tersendiri.
Sebagaicontoh:belanja modalperalatan dan mesin - pengadaan peralatan
personal kom puter dianggarkan tersendiri dalam kegiatan pengadaan

kom puter.

Jenis perlengkapan yang boleh dianggarkan adalah selain yang telah
dianggarkan pada kegiatan lain yang teelah menyebutkan jenis

perlengkapan secara spesifik.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 09.

Output Kegiatan
Output kegiatan ini adalah jumlah perlatan dan perlengkapan yang

dibutuhkan selama 1 tahun dengan satuan berupa unit.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah

sebagai berikut:

1. Penyusunan kebutuhan belanja peralatan dan perlengkapan
kantor,serta belanja peralatan dan perlengkapan lainnya
berdasarkan tahun anggaransebelummnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor secara tertib sesuai dengan kebutuhan

3. Pelaporan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di masa yang akan

datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut
1. Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

Formula ASB

Formula ASB 09: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah

Y =3(P1 * Q1) + (P2 * Q)

Keterangan:

Y = Pagu anggaran kegiatan penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor

z = Penjum lahan dari harga barang dikalikan

jum lah barang per jenis

Satuan harga peralatan dan perlengkapan kantor
per JCHIS

vl
-
"
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Q. = Jumlah kebutuhan riil perlengkapan dan

peralatan kantor per jenis

P, = Satuan harga peralatan dan perlengkapan

lainnya per jenis

Q 2 = Jumlah kebutuhan riil perlengkapan dan

peralatan lainnya per jenis

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 09: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

adalah sebagaiberikut

ASB 09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata (M aks
1. Belanja Peralatan dan Perlengkapan - - -
Kantor
2. Belanja Peralatan dan Perlengkapan - - -
Lainnya

*Nilai proporsi belanja tidak diketahui dikarenakan rekening belanja yang
digunakan Perangkat daerah beragam dan tidak sesuai dengan rekening

belanja yang diperbolehkan pada ASB 09

ASB 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan

Definisi Operasional

ASB 10 adalah standar belanja untuk pemenuhan penyediaan bahan
bacaan dn peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh

Perangkat daerah (Sekretariat, Badan,Dinas,Kecamatan, dan Kelurahan).

Kegiatan yang dialokasikan untuk dapat mencukupi kebutuhan belanja
bahan bacaan dan belanja surat kabar/majalah Perangkat daerah

(Sekretariat, Badan, Dinas, Kecam atan, dan Kelurahan) selama 1tahun.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 10.

Output Kegiatan
Output kegiatan ini adalah jumlah barang yang dibeli dengan satuan
berupa eksem plar

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan bahanbacaan dan peraturan

perundang-undangan adalah sebagaiberikut:

1. Penyusunan kebutuhan belanja buku dan belanja berlangganan

surat/kabar atau m ajalah, serta buku peraturan perundang-
undangan berdasarkan tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan secara tertib dan efisien sesuai dengan

-21 -



kebutuhan.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan

kebutuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan dimasa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah

sebagaiberikut

1. Belanja Surat

undangan)

Formula ASB

Formula ASB 10:

Kabar/Majalah (termasuk belanja buku perundang-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang- undangan adalah

Y = X(Pq *Qq) +2(P2 *Q2)

Keterangan:

Y =

P2 =

Q2 =

Proporsi Belanja

Proporsi belanja

Pagu Anggaran kegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Penjum lahan dari jenis surat kabar atau majalah dikali

tarif jasa langganan surat kabar atau m ajalah

Tarif jasa langganan 12 bulan per jenis suratkabar atau

m ajalah per jenis Jenis surat kabar atau m ajalah

Jumlah pem belian per jenis surat kabar atau m ajalah

Harga buku peraturan perundang-undangan per jenis

Jum lah pem belian buku peraturan perundang-

undangan per jenis

ASB 10: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan adalah sebagai berikut

ASB 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata (M aks
1. Belanja Surat Kabar/Majalah 100 100 100

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018
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ASB 11 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Definisi Operasional

ASB 11 adalah standar belanja kegiatan penyediaan makanan dan
minuman pada yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah (Sekretariat,

Badan,Dinas,Kecamatan,dan Kelurahan).

Kebutuhan makanan dan minuman pada kegiatan ini adalah kebutuhan
makanan dan minuman di lingkup Sekertariat Perangkat daerah selain
yang telah dianggarkan pada kegiatan spesifik lain yang mem butuhkan

anggaran makanan dan minuman.

Belanja makanan dan minuman pada kegiatan penyediaan makanan dan
minuman di Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran tidak boleh

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada program lainnya.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 11.

Output Kegiatan

Outputkegiatan iniadalah jumlah barang (paket makanan dan minum an)

yang dibeli dengan satuan berupa paket.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah sebagai

beriku t:

1. Penyusunan kebutuhan belanja makanan dan minuman
berdasarkan tahun anggaransebelummnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman secara
tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Laporan
ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan

makanan dan minuman di masa yang akandatang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2. Belanja Makanan dan Minuman Tamu* (Hanya diperbolehkan

untuk Sekretariat Daerah (tamu bupati dan W akil Bupati), Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,serta Inspektorat)

Formula ASB

FormulaASB ll:PenyediaanMakanandanMinumanuntukPerangkatdaerah
umum (Selain Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah, dan Inspektorat)adalah

Y = (P1 * Qi)

Keterangan:

Y = Pagu anggaran

P1 = Harga makanan dan minuman rapat
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Q1 = Frekuensi rapat dikalikan dengan jumlah orang

per rapat selama 1 tahun

Formula ASB 11: Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Perangkat Daerah
Ekhusus (SekretariatDaerah,BadanPengelola KeuangandanAsetDaerah,dan

Inspektorat)adalah

Y = (P1 * Qi) + (P2 * Q2)

Keterangan:

Y = Pagu anggaran
P, = Harga makanan dan minuman rapat
Q. = Frekuensi rapat dikalikan dengan jumlah orang per

rapat selama 1ltahun
P, = Harga makanan dan minuman tamu

Q 2 = Frekuensimakanminum tam u dikalikan jum lahtamu

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 11: Penyediaan Makanan dan Minuman adalah

sebagaiberikut

Proporsi Perangkat Daerah Um um

ASB 11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Proporsi (26)*
No. Rekening Belanja
Min Rerata Maks
1. Belanja Makanan dan Minum an Rapat 100 100 100

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

Proporsi Perangkat Daerah Khusus (Sekretariat Daerah,

BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Inspektorat)

ASB 11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Proporsi (26)*
No. Rekening Belanja
Min Rerata | M aks
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,57 59,57 100
2. Belanja Makanan dan Minuman Tam u?* (0] 40,47 71,43

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018.

ASB 12 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

Definisi Operasional

ASB 12 adalah standar belanja untuk kegiatan rapat-rapatkoordinasidan

konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah
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(Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan) terkait dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dianggarkan untuk
mem enuhi belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi
dengan pihak terkait di luar daerah selama 1 tahun, misalnya koordinasi

dengan Pem erintah Provinsi dan Pem erintah Pusat.

Belanja perjalanan dinasluar daerah pada kegiatan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah di Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada

program lainnya.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 12.

Output Kegiatan

Outputkegiatan iniadalah frekuensi perjalanan dinas luar daerah dengan

satuan berupa jumlah orang dan lama hari (OH).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

adalah sebagaiberikut:

1. Penyusunan kebutuhan belanja perjalanan dinas luas daerah
berdasarkan tahun anggaransebelumnya.

2. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukannya.

3. Pelaporan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di masa yang

akan datang.
Rekening Belanja
Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

beriku t:

1. Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

Formula ASB

Formula ASB 12: Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasike

LuarDaerah adalah:

Y =2(Q1 *f *Q2 *=Pq)

Keterangan:

Y = Pagu Anggaran

> = Penjumlahan dari jumlah orang dikali
frekuensi, jumlah
hari, dan biaya perjalanan dinas luar daerah

1 = Jabatan

Q1 = Jumlah orang vang melakukan perjalanan

dinas luar
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daerah per jabatan

f = Frekuensi

Q2 = Jumlah hari

P1 = Biaya perjalanan dinas luar daerah (meliputi
akomodasi,

penginapan, dan uang harian) per jabatan

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 12: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah adalah sebagaiberikut

ASB 12: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata M aks
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100 100 100

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 13 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH

Definisi Operasional

ASB 13 adalah standar belanja untuk kegiatan rapat-rapatkoordinasidan
konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah

(Sekretariat, Badan, Dinas, Kecam atan, dan Kelurahan).

Rapat-rapatkoordinasidan konsultasike dalam daerah dianggarkan untuk
memenuhibelanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi

dengan pihak terkait di dalam daerah selama 1 tahun.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah di Program Pelayanan
Adm inistrasi Perkantoran tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan

kegiatan pada program lainnya.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 13.

Output Kegiatan
Output kegiatan ini adalah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah

dengan satuan berupa jumlah orang dan lama hari (OH).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

adalah sebagaiberikut:

1. Penyusunan kebutuhan belanja perjalanan dinas dalam daerah
berdasarkan tahun anggaransebelumnya.

2. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan
dan peruntukannya.

3. Pelaporan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
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rapat-rapat koordinasidan konsultasike dalam daerah di masa yang

akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan

beriku t:

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Formula ASB

ini adalah sebagai

Formula ASB 13: Rapat-rapatKoordinasidan Konsultasi ke Dalam Daerah

adalah

Y =2(Q1 *f *Q2 =Pq)

Keterangan:

Y = Pagu Anggaran

> = Penjumlahan dari jumlah orang dikali

frekuensi, jumlah

hari, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah

1 = Jabatan

Q1 = Jumlah orang yang melakukan perjalanan

dinas dalam

daerah per jabatan

F = Frekuensi

Q2 = Jumlah hari

P1 = Biaya perjalanan dinas dalam daerah (meliputi
uang

harian dan biaya transportasi) per jabatan

Proporsi Belanja

Proporsibelanja ASB 13: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah adalah sebagaiberikut:

ASB 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

No.

Rekening Belanja

Proporsi (2)*

Min| Rerata

Maks

1.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100

100

100

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 14 PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TEKNIS ADMINISTRASI PERKANTORAN

Definisi Operasional

ASB 14 adalah standar belanjauntuk kegiatan penyediaan jasa pendukung

teknis adm inistrasiperkantoran yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah

(Sekretariat, Badan,Dinas,Kecamatan, dan Kelurahan).

Kegiatan yang dialokasikan untuk menampung anggaran penyediaan jasa

pendukung teknis adm inistrasi perkantoran yang

telah m em iliki dasar

-27 -



hukum di masing-masing Perangkat daerah (Sekretariat,Badan,Dinas,

Kecam atan,danKelurahan)selamaltahun.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 14.

Output Kegiatan

Outputkegiatan ini adalah jumlah tenaga pendukung teknis yang terlibat

dalam penyediaan jasa pendukungteknis administrasiperkantoran dengan

satuan berupa orang.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyediaan jasa pendukung teknis administrasi

perkantoran adalah sebagaiberikut

1. Penyusunan kebutuhan belanja jasa pendukung kegiatan teknis
adm inistrasi perkantoran berdasarkan tahun anggaran
sebelumnya.

2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pendukung teknis
adm inistrasi perkantoran secara tertib dan efisien sesuai dengan

pekerjaan yang telahdilakukan.

3. Pelaporan kegiatan penyediaan jasa pendukung teknis adm inistrasi
perkantoran. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan
kebutuhan penyediaan jasa pendukung teknis adm inistrasi

perkantoran dimasa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

beriku t:

1. Belanja Jasa Pendukung Kegiatan

2. Belanja Premi AsuransiKesehatan

3. Belanja Premi AsuransiKetenagakerjaan

Formula ASB
Formula ASB 14: Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Administrasi

Perkantoran adalah

Y =[Q; * (P + P + P3)

Keterangan:

Y = Pagu Anggaran

Q1 = Jumlah orang yang diberi upah

P2 = Upah jasa pendukung teknis administrasi
perkantoran

dalam 1 tahun (OH)

P3 = Premi asuransi jasa pendukung teknis
administrasi
perkantoran dalam 1 tahun (OH)

P4 = Premi asuransi ketenagakerjaan jasa pendukung
teknis

administrasi perkantoran dalam 1 tahun (OH)
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Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 14: Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Administrasi

Perkantoran adalah sebagaiberikut:

ASB 14 Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Administrasi
Perkantoran
Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min Rerata | M aks

1. Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 91,84 96,16 99,02
2. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0,84 2,81 3,81
3. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan (6] 1,02 5,10

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 15 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Definisi Operasional

ASB 15 adalah standar belanjauntuk kegiatan pem eliharaan rutin/berkala
gedung kantoryang mencakup kegiatan mem perbaikidan/atau mengganti
bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau

prasarana dan sarana agar bangunan gedung selalu layak fungsi.

Pem eliharaan bangunan gedung kantor menekankan pada upaya yang
bersifat m em perbaiki kerusakan bagian tertentu dari bangunan gedung

kantor yang tidak menam bah nilaiaset.

Proses pem eliharaan yang baik melihat sejauh apa kerusakan yang harus
dipelihara,sehingga belanjayang dilakukan sesuaidengan kebutuhan yang

tepat.

Nilai ekonom is dikatakan bertahan apabila bagian yang telah dipelihara
dapat berfungsi maupun bertahan kemanfaatannya dan tidak mudah

mem butuhkan pem eliharaan kem bali.

Pem eliharaan diperuntukkan bagi bangunan gedung kantor yang diukur

menggunakan luasan bangunan kantor.

Pem eliharaan tidak diperbolehkan menambahasetbangunan yang m eliputi
penam bahan volum e, kapasitas, um ur ekonomis/masa manfaat

maupun rehabilitasi sedang atau berat bangunan gedung kantor.

Belanja pem eliharaan dapat digunakan untuk mem biayai jasa tukang,
pem belian bahan material bangunan dan kebutuhan yang berkaitan

dengan kegiatan pem eliharaan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 15.

Output Kegiatan

Outputkegiatan ini adalah luas bangunan gedung kantor yang dipelihara

dengan satuan berupa meter persegi.
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Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pem eliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah

sebagai berikut

1. Koordinasiinternal Perangkat Daerah pada tahun anggaran
sebelumnya.

2. A nalisis kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung
kantor m engacu pada RKPBU.

3. Pelaksanaan pem eliharaan bangunan gedung kantor sesuai dengan
kebutuhan.

4. Pem eriksaan hasil pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung
kantor secara menyeluruh.

5. Pelaporan kegiatan pem eliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
pem eliharaan rutin/berkala gedung kantor di masa yang akan

datang.
Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut:
1. Belanja Bahan BakuBangunan
2. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga

Formula ASB

Formula ASB 15: Pem eliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor adalah

Y =32(P1 * Qi) + (P2 * Q)

Keterangan:

Y = Pagu anggaran kegiatan pem eliharaan rutin/berkala

gedung kantor

P, = Satuan harga bahan baku bangunan perjenis barang
Q. = Jumlah bahan baku bangunan per jenis barang

P, = Upah atau jasa pihak ketiga

Q2 = Jumlah orang yang diberi upah

Ps = 2

Biaya pem eliharaan gedung dan bangunan per m

Qs = Luas gedung dan bangunan yang dipelihara (m2)

Proporsi
Proporsi belanja ASB 15: Pem eliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

adalah sebagaiberikut:

ASB 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Proporsi (%)*

No. Rekening Belanja
Min | Rerata | M aks

1. Belanja Bahan BakuBangunan -

2. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga - - -

3. Belanja Pem eliharaan Gedungdan - - -

Bangunan
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*Nilai proporsi belanja tidak diketahui dikarenakan rekening belanja yang
digunakan Perangkat Daerah beragam dan tidak sesuaidengan rekening

belanja yang diperbolehkan pada ASB 15

ASB 16 PEMELIHARAAN RUTIN/BEREKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Definisi Operasional

ASB 16 adalah standar belanjauntuk kegiatan pem eliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor yang mencakup perawatan dan pem eliharaan
peralatan kantor yang dim iliki oleh Perangkat daerah, seperti mesin,
kom puter personal,laptop, printer, kam era,alatelektronik lainnya,perabot
kantor, dan peralatan gedung kantor lainnya yang digunakan secara

langsung dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Pem eliharaan peralatan menekankan pada upayayang bersifat perawatan,

pem eliharaan dan perbaikan kerusakan bagian tertentu dari peralatan.

Proses pem eliharaan yang baik melihat sejauh apa kerusakan yang harus

dipelihara padaperalatan.

Nilai ekonom is dikatakan bertahan apabila bagian yang telah dipelihara
dapat berfungsi maupun bertahan kemanfaatannya dan tidak mudah

mem butuhkan pem eliharaan kem bali.

Pem eliharaan diperuntukkan bagi peralatan gedung kantor yang

mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 16.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pem eliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

adalah sebagaiberikut:

1. Koordinasi internal Perangkat Daerah pada tahun anggaran
sebelumnya.

2. Analisis kebutuhanpem eliharaan peralatan gedung kantor
mengacu pada RKPBU.

3. Pelaksanaan pem eliharaan peralatan gedung kantor
sesuaidengan kebutuhan.

4. Pem eriksaan hasil pekerjaan pem eliharaan peralatan gedung kantor
secara menyeluruh.

5. Pelaporan kegiatan pem eliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
pem eliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor di masa yang

akan datang.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah peralatan atau aset yang dipelihara
dengan satuan unit untuk peralatan, dan tahun untuk aset tetap tidak

berwujud.
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Rekening Belanja
Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai
berikut:
1. Belanja Pem eliharaan Peralatan dan M esin
2. Belanja Pem eliharaan Aset Tidak Berwujud (ATB)
3. Belanja Pem eliharan Aset Tetap Lainnya

4. Belanja Bahan BakarMinyak/Gas

Formula ASB

FormulaASB 16:Pem eliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor adalah

Ye = Ye1 + 2(P1 * AQy) + 2 (P2 * AQ3) + X2 (Ps * AQg)+ 2.(P4 * AQy)

Keterangan:

Y. = Pagu anggaran
Yt-l ® Pagu anggaran bersih tahun sebelumnya
Z = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing

barang yang dipelihara

P, = Satuan harga pem eliharaan aset tidak berwujud per
jenis
AQ ; = Tambahan kuantitas aset tidak berwujud yang

dipelihara per jenis

P, = Biaya pem eliharaan peralatan dan mesin per jenis
barang
AQ 4 = Tam bahan kuantitas barang yang dipeliharan per

jenis barang (unit)

AQ 3 = Tam bahan kuantitas aset tetap lainnya yang

dipelihara per jenis barang (unit)

Py = Satuanharga bahan bakarminyakatau gas per jenis

AQ 4 = Tam bahan kuantitas bahan bakar minyak atau gas
yang diperlukan perjenis

ProporsiBeﬂnja Biaya pem eliharaan aset tetap lainnya per jenis

Proporsi belanja ASB B@faPﬂsg‘n eliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor adalah sebagaiberikut:
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ASB 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Proporsi (20)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata | M aks

1. Belanja Pem eliharaan Peralatan dan M esin (o] 82,26 100
2. Belanja Pem eliharaan Aset Tetap Lainnya (0] 3,16 63,23
3. BelanjaPem eliharaan AsetTidak Berwujud (0] 4,00 80,00
4. Belanja Bahan BakarMinyak/Gas (6] 11,14 74,85

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 17 PEMELIHARAAN RUTIN/BEREKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Definisi Operasional

ASB 17 adalah standar belanjauntuk kegiatan pem eliharaan r rutin/berkala
kendraan dinas/operasionalyang m eliputipem belian bahan bakar minyak,
pem belian pelumas, penyediaan jasa servis, pem belian suku cadang, dan
pem bayaran premiasuransiuntuk kendaraan r roda 2 (dua), roda 4 (em pat),
dan roda 6 (enam )yang dim ilikioleh Perangkat daerah (Sekretariat, Badan,

Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan).

Pem eliharaan kendaraan dinas/operasional menekankan pada upaya yang
bersifat mem perbaiki kerusakan bagian tertentu dari kendaraan dan

perbaikan rutin operasionalkendaraan.

Proses pem eliharaan yang baik melihat sejauh apa kerusakan yang
harus dipelihara dan ketepatan waktu perbaikan rutin berkala sesuai
dengan pem akaian kendaraan dan kebutuhan.

Nilai ekonom is dikatakan bertahan apabila bagian yang telah dipelihara
dapat berfungsi maupun bertahan kemanfaatannya dan tidak mudah

mem butuhkan pem eliharaan kem bali.

Kendaraan dinas adalah kendaraan yang disediakan bagi pejabat atau
pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan pada lingkup

Perangkat Daerah.

Kendaraan operasional kantor adalah kendaraan roda 2 (dua), roda 4
(em pat), dan roda 6 (enam ) yang merupakan sarana penunjang
penyelenggaraan pelayanan pem erintahan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsidilingkungan Perangkat Daerah.

Kegiatan pem eliharaan kendaraan dinas/operasional adalah upaya yang
dilakukanuntuk mem pertahankankendaraan dinas/operasionalagar tetap

dalam kondisinormal dan siap pakai sesuaidengan peruntukannya.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 17.
Output Kegiatan

Outputkegiataniniadalah jumlahkendaraan kendaraanroda?2 (dua), roda 4
(em pat),dan roda 6 (enam )yang dipelihara dengan satuan masing-m asing

berupa unit.
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Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pem eliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional adalah sebagaiberikut:

1. Koordinasi internal Perangkat Daerah pada tahun angga

sebelumnya.

ran

2. Analisis kebutuhan pem eliharaan kendaraan dinas/operasional

mengacu pada RKPBU.

3. Pelaksanaan pem eliharaan kendaraan dinas/operasional ses

dengan kebutuhan.

4. Pem eriksaan hasil pekerjaan pem eliharaan kendaraan

dinas/operasional secara menyeluruh.

5. Pelaporan kegiatan pem eliharaan rutin/berkala kendar

uai

aan

dinas/operasional. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan

kebutuhan pem eliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional dimasa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

beriku t:

1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelum as
2. Belanja Jasa Service

3. Belanja Penggantian Suku Cadang

Formula ASB

Form ula ASB 17: Pem eliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional adalah

Y =X(Q1 *Q2 *P2)+2(Qq1*Q3 *P3)+2(Qq1 *Pyg) +2(Q1
* P g)

Keterangan:

Y = Pagu anggaran kegiatan pem eliharaaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

> = Penjumlahan dari perkalian harga dan

kuantitas masing-m asing kom ponen

Q. = Jumlah per jeniskendaraan

Q2 = Jumlah BBM yangdibutuhkan selama 1 tahun
(liter)

P, = Harga BBM perliter

Q3 = Jumlah pelumas yang dibutuhkan selama 1

tahun (liter)
P = Harga pelumas per liter sesuai SSH

Pa = Tarif jasa service per jenis kendaraaan
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Ps = Harga penggantian suku cadang per jenis

kendaraan

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 17: Pem eliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebagai berikut

ASB 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Proporsi (26)*
No. Rekening Belanja
Min Rerata Maks
1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas o 30,66 100
dan Pelum as
2. Belanja Jasa Service (0] 17,91 51,58
3. Belanja Penggantian Suku Cadang o 51,43 100

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

ASB 18 KEGIATAN BERSIFAT KOORDINASI

Definisi Operasional

ASB 18 adalah standar belanja untuk kegiatan dalam rangka
menyelenggarakan rapat, dialog, kom unikasi atau koordinasi. Koordinasi
juga mencakup kegiatan diskusi terfokus (Focus Group Discussion) dan

m onitoring evaluasi m eja.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan atau
topik kebijakan. Hasil dari koordinasi ini adalah bahan kebijakan,
kesepakatan/kesepahaman akan masalah atau topik kebijakan tertentu
yangingindipecahkanyangdituangkandalam notulen,berita acara maupun

laporan kegiatan.

Desain kegiatan utama bersifat mengundang orang. Namun dem ikian
beberapa kegiatan juga meliputi aktivitas menghadiri rapat. Kegiatan
mengundang orang baik skala kecil maupun skala besar dengan alokasi
waktu pelaksanaan <6 (enam ) jam . Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
sendiri (tida k boleh dipihak ketigakan). Tidak ada

narasum ber/instruktur/tenaga ahli.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 18.

Output Kegiatan
Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang menjadi peserta dan lam a

pertem uan dalam haridengan satuan orang hari (O H).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang bersifat koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan kegiatan yang bersifat koordinasi.
2. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinasi secara tepat sasaran.
3. Pelaporan kegiatan yang bersifat koordinasi yang kem udian

ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelayanan di masa yang
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akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah

sebagai berikut:

elanja
elanja
elanja
elanja
elanja
elanja
elanja
elanja

elanja

H Ve NGO RWUNR
W ww W W ww W w w

elanja

Formula ASB

Formula ASB

Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas LuarDaerah
Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Sarana Mobilitas Air

M akanan dan Minuman Kegiatan
Cetak

Penggandaan

Penjilidan

Sewa Gedung/Kantor/Tem pat

Sewa RuangRapat/Pertem uan

18: Kegiatan Bersifat Koordinasi adalah

Y =[f*(Q1*P4)] +>(Q2 *P2) +>(Q3 *P3) +(Q4 *Py) + (Qs * Ps) + >3(Qe * P¢) +
(Q7 * P7) + (Qs * Ps) + (Qo * Po) + (Qio * Pio)

Keterangan:

Y =

F =

Pg =

P6 =

Pagu Anggaran

Frekuensi

Penjum lahan dari hasil perkalian masing-m asing

kom ponen belanja

Jumlah peserta, tenaga ahli, dan panitia

Harga makanan dan minuman kegiatan

Jum lah orang yang dikirim untuk melakukan

perjalanan dinas dalam per jabatan

Biaya perjalanan dinas dalam daerah (meliputi uang

harian dan biaya transport) per jabatan

Jum lah orang yang dikirim untuk melakukan

perjalanan dinas luar per jabatan

Biaya perjalanan dinas luar daerah (meliputi
akom odasi, penginapan, dan uang harian) per

jabatan

Jumlah sewa sarana m obilitas darat

Harga sewa sarana m obilitas darat

Jumlah sewa sarana m obilitas air

Harga sewa sarana m obilitas air

Harga cetak per jenis barang
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Qo6 = Jumlah cetak per jenis barang

Q7 = Jumlah penggandaan per jenisbarang

Ps = Harga penjilidan per jenis barang

Qs = Jumlah penjilidan per jenis barang

Qo = Jumlah sewa gedung, kantor, atau tem pat
Q10 = Jumlah sewa ruang rapat atau pertem uan
P10 = Harga sewa ruang rapatatau pertem uan

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 18: Kegiatan Bersifat Koordinasi adalah

sebagai berikut

ASB 18 Kegiatan Bersifat Koordinasi
Proporsi (20)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata ([M aks
1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah O 45,41 100
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (@) 37,01 100
3. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (0] 0,16 14,88
4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air** - - -
5. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (o] 10,28 98,29
6. Belanja Cetak (0] 0,85 29,38
7. Belanja Penggandaan (0] 3,84 46,26
8. Belanja Penjilidan o 1,99 34,85
o. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tem pat (0] 0,43 17,32
10. | Belanja Sewa RuangRapat/Pertem uan o 0,04 4,18

* Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

**N ilai proporsibelanjatidak diketahuidikarenakanrekening belanja yang
digunakan Perangkat Daerah beragam dan tidak sesuaidengan rekening
belanja yang diperbolehkan pada ASB 18 berdasarkan pola data DPA
2018.

ASB 19 KEGIATAN BERSIFAT SOSIALISASI

Definisi Operasional

ASB 19 adalah standar belanjauntuk kegiatan yangbertujuan mem berikan
peningkatan pemahaman atau tansfer pengetahuan tentang satu atau
beberapa topik secara langsung kepada aparatur ataupun kelom pok

m asyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mem berikan peningkatan
pem ahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik
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secara langsung dalam rangka mendukung kinerja aparatur ataupun

kelom pokmasyarakat.

M anfaathasilpelaksanaan kegiatan yang bersifatsosialisasiterwujud dalam

peningkatan kinerja aparaturataupunkelom pokmasyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh peserta yang mem iliki keterkaitan
terhadap materi kegiatan (penetapan kelom pok peserta tepat sasaran).
Dilaksanakan 1 (satu) hariminimal 6 (enam)jam untuk masing- m asing kegiatan
yang bersifat sosialisasi. Desain kegiatan utama bersifat mengundang
orang. Dilaksanakan sendiri oleh Perangkat daerah, tidak boleh dipihak

ketigakan. Harus ada narasum ber atau tenaga ahliyang kom peten.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 19.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang menjadi peserta dan lam a

pertem uan dalam hari dengan satuan orang hari (OH).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi adalah sebagaiberikut

Penyusunan bahan rencana kegiatan,jadwaldan topik sosialisasi.

2. Koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahliterkait materiyang
akan disosialisasikan.

3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara baik dan efisien sehingga
mem berikan manfaatyangoptim al.

4. Pelaporan kegiatan sosialisasi terkait penyerapan anggaran dan
jalannya pelaksanaan. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan

kegiatan sosialisasi dimasa yangakan datang.
Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah

sebagai berikut

1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

3. Belanja Cetak

4. Belanja Penggandaan

5. Belanja Penjilidan

6. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8. Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

9. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli
10. Belanja Sewa Penginapan/Hotel

11. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tem pat

12. Belanja Sewa RuangRapat/Pertem uan

13. Belanja Alat Tulis Kantor

14. Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
15. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

16. Uang Saku*

Formula ASB
Formula ASB 19: Kegiatan Bersifat Sosialisasi adalah
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Keterangan:

Y

P,

P

Py

Ps

P

P11

Ve fr QP+ 3 (Qa* P+ S x » )+ Z(* )+ECx )I+IXC+ » )+SC+ )+« ) +3(Qr*Ps)+

(Qs* Ps) + (Qs*

Po)+ S(Qiwo*Piw)+3(Qu*Pu)+ (Quiz* Pra) + (Q3* Pi3)+ (Qis * Pug) +

(Q1s* Pis) + (Q1e * Pis) + 3 (Q17 * Pi7)

Pagu Anggaran

Frekuensi

Penjum lahan dari hasil perkalian masing-masing

kom ponen belanja

Jumlah peserta, tenaga ahli, dan panitia

Harga makanan dan minuman kegiatan

Jumlah narasumber, instruktur, atau tenaga ahliper

Jabatan

Honorarium narasumber, instruktur, atau tenaga ahli

per jabatan

Biaya perjalanan dinas luar daerah (meliputi

akom odasi, penginapan, dan uang harian) per

jabatan

Jum lah orang yang dikirim untuk melakukan

perjalanan dinas dalam per jabatan

Biaya perjalanan dinas dalam daerah (meliputi uang

harian dan biaya transport) per jabatan

Jumlah sewa sarana m obilitas darat

Harga sewa sarana m obilitas darat

Jumlah sewa sarana m obilitas air

Harga sewa sarana m obilitas air

Harga cetak per jenis barang

Jum lah cetak per jenis barang

Harga penggandaan per jenis barang

Jumlah penggandaan per jenis barang

Harga penjilidan per jenis barang

Jum lah penjilidan per jenis barang

Jumlah sewa penginapan atau hotel

Harga sewa penginapan atau hotel

Jumlah sewa gedung, kantor, atau tem pat

Harga sewa gedung, kantor, atau tem pat
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P12

Q13

P13

Q16

P16

P17

Proporsi Belanja

Proporsi

belanja

Jumlah sewa ruang rapat atau pertem uan

Harga sewa ruang rapatatau pertem uan

Jumlah sewa penginapan atau hotel

Harga sewa penginapan atau hotel

Jumlah sewa gedung, kantor, atau tem pat

Harga sewa gedung, kantor, atau tem pat

Jumlah sewa ruang rapatatau pertem uan

Harga sewa ruang rapat atau pertem uan

Jumlah penggunaan jasa publikasi, dokum etasi,

dan dekorasi per unit

Harga penggunaan jasa publikasi, dokumentasi, dan

dekorasi per unit

Honorarium panitia pelaksana kegiatan per jabatan

Jum lah panitia pelaksana kegiatan per jabatan

ASB 19: Kegiatan Bersifat Sosialisasi adalah sebagai

berikut:
Proporsi
(% )*
No Rekening Belanja
Min Rerata Maks
Belanja Sewa Sarana M obilitas
b Darat** - - -
2. Belanja Sewa Sarana M obilitas Air** - - -
3. Belanja Cetak O 1.46 12.53
4. Belanja Penggandaan o 0.59 2.73
5. Belanja Penjilidan o 0.04 1.16
Belanja Makanan dan Minuman
6. Kegiatan o 16.01 36.92
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
7. Daerah O 28.67 61.90
Belanja Perjalanan Dinas Luar
8. Daerah 19.94 56.76
9. Belanja Jasa o 7.76 27.41
Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli
10. Belanja Sewa Penginapan/Hotel (0] 0.30 4.58
Belanja Sewa
11. Gedung/Kantor/Tem pat** - - -
Belanja Sewa Ruang
12. Rapat/Pertemuan O 0.61 4.08
13. Belanja ATK O 5.79 13.20
14. Belanja Publikasi, Dekorasi, dan (0] 0.65 2.29
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Dokumentasi

Honorarium Panitia Pelaksana

15. Kegiatan o 18.18 59.43

16 Belanja Uang Saku** - - -

* Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

**Nilai proporsi belanja tidak diketahui dikarenakan rekening belanja
yang digunakan Perangkat Daerah beragam dan tidak sesuai dengan
rekening belanja yang diperbolehkan pada ASB 19 berdasarkan pola
data DPA 2018.

ASB

20 KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN BIMBINGAN

TEEKNIS/PELATIHAN

Definisi Operasional

ASB 20 merupakan standar belanja untuk kegiatan bim bingan
teknis/pelathan yaitu suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi
pegawai/aparatur dan/atau masyarakat sebagai suatu cara untuk
meningkatkan atau mengem bangkan wawasan/ pengetahuan/
ketram pilan/ kom petensi yang diharapkan dapat mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Bim bingan Teknis/Pelatihan disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkat daerah serta amnalisis jenis kebutuhan
peningkatan kualitas aparatur serta kom petensi yang dibutuhkan
masyarakat setiaptahunnya.

Aparatur yang diberikan peningkatan kualitas untuk dapat merata
terutam a dalam hal mendukung kinerja Perangkat daerah. H asil
pelaksanaan Bim bingan Teknis/Pelatihan dapat dirasakan manfaat baik
m elalui disem inasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka

menunjang kinerja Perangkat daerah dan pem berdayaan masyarakat.

Bim tek/pelatihan baik skala kecil maupun skala besar dilaksanakan
dengan alokasi waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) hari dengan
waktu m inim al tiap hari 6 (enam ) jam . Dilaksanakan sendiri oleh
Perangkat daerah, tidak boleh dipihak ketigakan. Harus ada

Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang
disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 20.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang menjadi peserta dan lam a

pertem uan dalam haridengan satuan orang hari (OH).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan bersifat penyelenggaraan bim bingan

teknis/pelatihan adalah sebagaiberikut:

1. Pem bentukan tim pelaksana kegiatan.

2. Penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan
analisis kebutuhan bim bingan teknis.

3. Koordinasi dengan mnarasumber atau tenaga ahli terkait materi
bim bingan teknis.

4. Inventarisasi peserta bim bingan teknis sehingga peserta yang
mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta yang mem iliki

keinginan untuk mengem bangkan diri.
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5. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat bim bingan teknis secara baik

dan efisien.

6. Pelaporan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan bim bingan teknis

Laporan

ini akan menjadi dasar perbaikan

penyelenggaraan bim bingan teknis/pelatihan di masa yang akan

datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut

1. Belanja
2. Belanja
3. Belanja
4. Belanja
5. Belanja
6. Belanja
7. Belanja
8. Belanja
o. Belanja
10. Belanja
11. Belanja
12. Belanja

13. Belanja
14. Belanja

Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Sarana M obilitas Air

Cetak

Penggandaan

Penjilidan

M akanan dan Minum an Kegiatan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas LuarDaerah
Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli
Upah/Jasa Pihak Ketiga

Sewa Penginapan/Hotel

Sewa Gedung/Kantor/Tem pat
Sewa RuangRapat/Pertem uan

Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

15. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

16. Belanja

17. Belanja

Formula ASB

Form ula A

Bimbingan Te

Y= E*[(Qi*P)+3(Qs

Upah/Jasa Pihak Ketiga

Uang Saku

S B 20: Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan
knis/Pelatihan adalah

FPAI+[Z(x x )+ X x )+X(Cx DI+[ZC*x = )+ X(C*x )+X(C=* )] +(Q7r*Ps)+ (Qs*Ps)+ 5(Qs*

Po)+ S(Qio* Piwo)+ (Qu*Pu)+ (Qiuz*Prn2) + (Quz* Piz)+ (Qus *Piag)+ (Qis* Pus) +

Keterangan:

Q1 =
P, =
Q2 =

S(Qiw * Pis)+ 3(Qi7* Pi7) + (Q1s8™* P1s)

Pagu Anggaran

Frekuensi

Penjum lahan dari hasil perkalian masing-masing kom ponen

belanja
Jumlah peserta, tenaga ahli, dan panitia

Harga makanan dan minuman kegiatan

Jumlah narasumber, instruktur, atau tenaga ahli per jabatan

Honorarium mnarasumber, instruktur, atau tenaga ahli

jabatan

Biaya perjalanan dinas luar daerah (meliputi akom odasi,

penginapan, dan uang harian) per jabatan

Jumlah orang yang dikirim untuk melakukan perjalanan

dinas dalam per jabatan

Biaya perjalanan dinas dalam daerah (meliputi uang harian
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Qs
Ps

P
P

Q1o
Pio
Q11
Py
Q12
P2
Q13
Pis
P14

Proporsi Belanja

Proporsi

belanja

dan biaya transport) per jabatan

= Jumlah sewa sarana m obilitas darat

= Harga sewa sarana m obilitas darat

= Jumlah sewa sarana m obilitas air

= Harga sewa sarana m obilitas air

= Harga cetak per jenis barang

= Jumlah cetak per jenis barang

= Harga penggandaan per jenis barang

= Jumlah penggandaan per jenis barang

= Harga penjilidan per jenis barang

= Jum lah penjilidan per jenis barang

= Jumlah sewa penginapan atau hotel

= Harga sewa penginapan atau hotel

= Jumlah sewa gedung, kantor, atau tem pat

= Harga sewa gedung, kantor, atau tem pat

= Jumlah sewa ruang rapat atau pertem uan

= Harga sewa ruang rapat atau pertem uan

= Jumlah tenaga yang diberi upah

= Upah jasa pihak ketiga

(O H)

(orang)

= Harga sewa gedung, kantor, atau tem pat

= Jumlah sewa ruang rapat atau pertem uan

= Harga sewa ruang rapatatau pertem uan

= Jumlah penggunaan jasa publikasi, dokum etasi,

dan dekorasi per unit

= Harga penggunaan jasa publikasi, dokumentasi,

dan dekorasi per unit

= Honorarium panitia pelaksana kegiatan per jabatan

= Jum lah panitia pelaksana kegiatan per jabatan

= Jum lah tenaga yang diberi upah

= Upah jasa pihak ketiga

ASB 20: Kegiatan

Teknis/Pelatihan adalah sebagai berikut:

Bersifat

(O H)

(orang)

Penyelenggaraan

ASB 20 Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan BIm bingan

Teknis/Pelatihan

Bim bingan

Proporsi (% )*

No. Rekening Belanja

Min Rerata Maks
1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0 0.45 4.89
2 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air** - - -
3 Belanja Cetak 0 1.18 10.78
4 Belanja Penggadaan 0 1.14 7.49
5 Belanja Penjilidan 0 0.53 2.93
6 Belanja Makanan dan Minuan Kegiatan 0 9.43 26.44
7 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 0 20.50 51.12
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8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 30.87 64.10
Belanja Jasa Narasum ber/Instruktur/Tenaga

9 Al 3.86 13.52 33.70
10 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga** - - -

11 Belanja Sewa Penginapan/Hotel 0 3.95 23.71
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tem pat 0 1.14 6.16
13 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertem uan 0 0.27 2.91
14 Belanja ATK 0 3.14 19.01
15 Belanja Publikasi,Dekorasi, dan Dokum entasi 0.16 .066 1.71
16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 13.22 60.40
17 Belanja Uang Saku - - -

*Nilai proporsi mengacu pada pola data DPA 2018

**Nilai proporsi belanja tidak diketahui dikarenakan rekening belanja

yang digunakan Perangkat Daerah beragam dan tidak sesuai dengan

rekening belanja yang diperbolehkan pada ASB 20 berdasarkan pola data

DPA 2018.

ASB 21 KEGIATAN BERSIFAT PENGIRIMAN BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN

Definisi Operasional

ASB 21 merupakan standar belanja untk kegiatan mengirim aparatur

perangkat daerah dan/atau masyarakat untuk mengikuti bim bingan

teknis atau pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas sum berdaya

aparatur melalui peningkatan keahlian teknis untuk masalah-masalah

yang sifatnya operasionalyang menjadikebutuhan utam a.

Pengirim an aparatur perangkat daerah dan/atau masyarakat

dalam

kegiatan pengiriman bim bingan teknis/pelatihan disesuaikandengan tugas

pokok dan fungsi Perangkat daerah serta analisis jenis kebutuhan

peningkatan kualitas sum ber daya aparatur perangkat daerah dan/atau

m asyarakat setiap tahunnya.

H asil pelaksanaan pengirim an bim bingan teknis/pelatihan

dapat

dirasakan manfaatnya baik melalui diseminasi maupun penerapan

aplikatif dalam rangka menunjang kinerja Perangkat daerah dan
pem berdayaan masyarakat.
Pengirim anaparatur dan masyarakat wuntuk mengikuti bim bingan

teknis/pelatihan dengan alokasi waktu maksimal 3 (tiga) hari. Kegiatan

bim bingan teknis/pelatihan diselenggarakan oleh pihak lain dim ana

Perangkat daerah hanya mengikuti dengan mem berikan kontribusi

keikutsertaan.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang

disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB 21.

Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang teram pil atau mendapat

peningkatan kualitas melalui pengiriman bm bingan teknis yang diikuti

dengan satuan orang hari (O H).

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang bersifat pengiriman bim bingan teknis

adalah sebagai berikut:
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1. Koordinasi dengan pihak ketiga/penyelenggara bim bingan

teknis/pelatihan.

2. Pelaksanaan pengirim an bim bingan teknis/pelatihan.

3. Pelaporan kegiatan pengirim an bim bingan teknis/pelatihan.
Laporan ini akan menjadi dasar pem ilihan penyelenggara
bim bingan teknis/pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan

Perangkat daerah dimasa yang akan datang.

4. Disem inasi internal hasil pengiriman bim bingan teknis/pelatihan
dalam rangka penyebarluasan informasi dan perbaikan pelayanan

dimasa yang akan datang.
Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam kegiatan ini adalah

sebagai berikut

1. Belanja Perjalanan Dinas Dala Daerah

2. Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

3. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
4. Belanja Bim bingan Teknis

Formula ASB

Form ula ASB 21 : Kegiatan Bersifat Pengirim an Bimbingan

Teknis/Pelatihan adalah

Y =4 3(Q1*P1)] * Q2 + (Qs* P3) |}

Keterangan:

Y = Pagu Anggaran
F = Frekuensi
> = Penjumlahan darijumlahorangdikalifrekuensi,

jumlah hari, dan biaya perjalanan dinas

Q. = Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas

luar daerah atau dalam daerah per jabatan

Q , = Jum lah hari

P, = Biaya perjalanan dinas luardaerah atau dalam
daerah (meliputi akom odasi, penginapan, dan uang

harian) per jabatan

Q3 = Jumlah orang yangdikirim

P = Biaya kontribusi

Proporsi Belanja

Proporsi belanja ASB 21: Kegiatan Bersifat Pengiriman Bim bingan

Teknis/Pelatihan adalah sebagaiberikut
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ASB 21 Kegiatan Bersifat Pengiriman Bimbingan Teknis/Pelatiahan

Proporsi (%)*
No. Rekening Belanja
Min | Rerata M aks
1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - -
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - -
3. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan - - -
4. Belanja Bim bingan Teknis - - -

*Nilai proporsi belanja tidak diketahui dikarenakan rekening belanja
yang digunakan Perangkat Daerah beragam dan tidak sesuai dengan
rekening belanja yang diperbolehkan pada ASB 21 berdasarkan pola
data DPA 2018.
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